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RINGKASAN 

Penulisan skripsi ini berlatar belakang pada kegiatan usaba bank di dalam 

memberikan jaminan dalam bentuk bank garansi. Pada masa sekarang ini 

pemberian fasilitas bank garansi semakin meningkat, kbususnya dalatn peijanjian 

pemborongan bangunan. Bank garansi dalam perjanjian pemborongan bangunan 

ini sangat penting artinya yaitu demi terselenggaranya proyek-proyek 

pembangunan sarana fisik dengan tepat waktu, tepat mutu dan tepat guna. Bank 

garansi dalarn peJjanjian pemborongan bangunan ini dapat digunakan untuk 

memberikan jaminan pemeliharaan. Dari uraian diatas timbul permasalahan 

sebagai berik"llt : Bagaimana pelaksanaan jaminan pemeliharaan dalam peJjanjian 

pemborongan bangunan, bagaimana akibat hukum bank garansi apabila masa 

pemeliharaan dalam peJjanjian pemborongan bangunan telah berakhir, upaya

upaya apa yang barus dilakukan apabila terjadi wanprestasi dalam peijanjian 

pemborongan bangunan dan apakah keputusan Mahkamah Agung Rl dalarn 

memutus perkara Nomor 137.K/Pdt/2000 tersebut telah benar menurut hukum dan 

keadilan. 

Slaipsi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan 

jaminan pemelibaraan dalam perjanjian pemborongan bangunan ~erta akibat 

hukum bank garansi apabila masa pemeliharaan dalam perjanjian pemhorongan 

bangunan telah berakhir. Selain itu bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa 

upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleb para pihak apabila terjadi 

wanprestasi dalam perjanjian pemborongan bangunan serta menganalisa apakah 

keputusan Mahkamah Agung R1 dalam memutus perkara tersebut telah benar 

menurut hukum dan keadilan. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam 

skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif Sementara itu, data sekunder 

dikumpulkan melalui studi literatur serta dianalisa menggunakan deskriptif 

kualitatif 

Uraian fakta, dasar hukum dan landasan teori juga telah dituangkan dalam 

tulisan ini sebagai bahan untuk membahas permasalahan, sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa jaminan pemeliharaan terjadi pada saat pekerjaan selesai 100% 
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dan setelah diadakan penyerahan pertama pekeijaan. Pelaksanaan jaminan 

pemeliharaan dilakukan dengan cara menahan uang sebesar 1 0% dari harga 

borongan pembangunan. Bank garansi dalam kedudukannya sebagai sebagai 

penanggung mempunyai sifat accessoir yaitu peijanjian yang mengikuti 

perjanjian pokok sehingga akan berak.hir apabila perjanjian pokoknya selesai. 

Bank garansi akan batal demi hukum apabila masa pemeliharaan telah berakhir. 

Kenyataan yang terjadi bahwa jaminan pemeliharaan tidak dikembalikan seteJah 

masa pemeliharaan berakhir dengan alasan pemborong tidak melaksanakan 

kewajibannya selama masa pemeliharaan, padahal dalam kenyataannya kedua 

belah pihak telah melak:ukan persetujuan penye1esaian proyek. Pemilik proyek 

telah melakukan perbuatan wanprestasi dan untuk itu upaya penyelesaian dapat 

dilakukan dengan melalui musyawarah, mediasi, Badan Arbitrasi Nasional 

(BANI), ataupun melalui pengadilan dengan cara mengajukan gugatan perdata. 

Putusan hakim dalam perkara tersebut telah benar menurut hukum dan keadilan 

dan hal itu didasarkan pada peraturan-peraturan yang mengaturnya. 

Berdasarkan uraian tersebut maka sebaiknya pihak pemborong itu 

rnemberikan jaminan pemehharaan dengan cara memanfaatkan sisa uang 10% 

yang belurn dibayar oleh pemjlik proyek tanpa memberikan jaminan lagi dan 

disamping itu sebaiknya para pihak harus selalu konsisten terhadap isi perjanjian 

untuk menghindarkan sejauh rnungkin kesalahan arti sehingga tidak muncul 

perselisihan. 
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